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JENIS-JENIS DSURAT BERHARGA DI DALAM KUHD
I. Cek
Definisi
Istilah cek berasal dari bahas Perancis “Cheque” yang kemudian istilah ini diikuti oleh Belanda dan Inggris. Dari pasal 178 KUHD menunjukkan bahwa cek adalah surat yang membuat kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana perintah tanpa syarat kepada banker untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa surat tersebut.

Pada prinsipnya cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut
Dasar Hukum 
1. Pasal 178-229d KUHD;

2. SEBI No.8/7/UPPB tertanggal 16 Mei 1975 tentang Cek/Bilyet Giro Kosong (“SEBI No.8/7/1975”);

3. SEBI No.9/72/UPPB tertanggal 10 Januari 1977 tentang Penulisan Nilai Nominal Cek/Bilyet Giro dalam Angka dan Huruf (“SEBI No.9/72/1975”);

4. SEBI No.9/16/UPPB tertanggal 31 Mei 1976 tentang Larangan Menerbitkan Cek/Bilyet Giro dalam Valuta Asing (“SEBI No.9/16/1976”);

5. SEBI No.5/85/UPPB/PbB tertanggal 11 September 1972 tentang Pembuatan/Penerbitan Cek/Bilyet Giro dan Alat-alat Lalu Lintas Pembayaran Giral Lainnya (“SEBI No.5/85/1972”);
Syarat Formal
Syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral seperti yang diatur di dalam KUH Dagang pasal 178 yaitu :

· pada surat cek harus tertulis perkataan "CEK"
· surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu        
· nama bank yang harus membayar (tertarik)
· penyambutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan 
· tanda tangan penarik.
Dari Pasal 178 KUHD tersebut, maka setiap harus berisikan:
1. Nama cek dimuatkan dalam teksnya sendiri  dan diistilahkan dalam bahasa cek itu ditulisnya. 
Klausula cek itu berfungsi untuk membedakan dengan surat berharga lainnya. Klausula itu harus ditulis dalam bahasa cek itu ditulis. Kalau diterbitkan di Indonesia ditulis dengan kata cek, sementara kalau di Inggris ditulis dengan kata cheque. Namun pada umumnya cek diterbitkan dalam bilingual yakni Inggris dan Indonesia. Hal ini karena untuk memberikan kemudahan pada pemegang, jika mereka bukan warganegara Indonesia,
2. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. 
Sama dengan wesel, perintah pembayaran dalam cek tidak boleh digantungkan pada syarat tertentu yang menghalangi pemegang untuk memperoleh pembayaran. Pembayaran dalam jumlah uang juga harus disebutkan, baik dalam angka maupun huruf. 
3. Nama orang yang harus membayarnya (tertarik).
Tertarik dalam cek hanya dapat berupa bank, tidak bisa berupa orang.
4. Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan. 
Dalam cek harus disebut tempat bank dimana cek tersebut ditarik. jika tidak menyebutkan secara khusus mengenai pembayaran, maka tempat yang tertulis disamping nama tertarik dianggap sebagai tempat pembayaran. 
5. Tanggal dan tempat cek ditariknya. 
Tanggal penerbitan berfungsi untuk menentukan masa peredaran cek. Masa peredaran cek adalah 70 hari sejak tanggal penerbitannya. 
6. Tandatangan orang yang mengeluarkan cek (penarik).
Sama dengan wesel, cek sebagai suatu akta, untuk sahnya suatu akta harus ada tanda tangan dari penarik. Disamping itu juga, dengan adanya tandatangan tersebut,  penarik bertanggungjawab jika terjadi non pembayaran.

Berdasarkan Pasal 182 KUHD dan dikaitkan dengan mekanisme pengalihannya cek dapat dibagi menjadi:

1. Cek atas Pengganti/tunjuk atau cek kepada orang yang ditulis namanya dengan tambahan klausula “atau penggantinya”, harus dibayar kepada yang namanya tertera dalam cek dan pengalihannya secara endosemen (Pasal 191 KUHD)
2. Cek atas nama adalah cek kepada orang yang disebut namanya dengan tambahan klausula “tidak kepada pengganti”, maka pengalihannya secara cessie;

3. Cek atas bawa/unjuk adalah cek kepada pembawa atau kepada orang yang disebut namanya dengan tambahan klausula “atau kepada pembawa” atau cek tanpa penyebutan nama penerimanya, maka pengalihannya cukup dengan penyerahan fisik cek saja.
Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang menggunakan cek adalah:

1. Penerbit/Penarik (drawee) adalah giran yang menerbitkan cek atau pihak yang memiliki kewajiban pembayaran;

2. Pemegang (namer, holder), dalam hal ini adalah kreditur atau pemilik piutang;

3. Tersangkut/Tertarik (betrokkene, drawee, payee), adalah pihak lain (biasanya bank) yang memperoleh perintah dari Penarik untuk membayar kepada Pemegang atau Pembawa atau Pengganti dari Pemegang;

4. Pembawa (toonder, bearer), adalah siapapun yang memegang cek dengan klausula kepada pembawa;

5. Pengganti (order), adalah adalah siapapun yang namanya tercantum dalam cek dengan klausula kepada pengganti;

6. Endosant (Indorser) adalah pemegang cek dengan klausula kepada pengganti yang mengalihkan hak tagih kepada pihak lain yang namanya tercantum sebagai pengganti.
Tenggang waktu pengunjukan cek
Untuk cek yang diterbitkan dan dibayarkan di Indonesia, harus diunjukkan dalam tenggang waktu 70 hari, sejak tanggal penerbitannya (Pasal 206 KUHD) ditambah 6 bulan tenggang waktu sebelum kadaluwarsa (Pasal 229 KUHD).
Tanggung jawab dan kewajiban penerbit
Pada dasarnya menggunakan cek sama dengan pembayaran tunai. Menurut pasal 189 KUHD bahwa penerbit akan menjamin pembayaran dan setiap klausula, dimana ia meniadakan kewajiban itu dianggap tidak ada, dengan kata lain bahwa si penerbit ada pada tersangkut (drawee), oleh karena itu setiap penerbit harus menyimpan dananya yang cukup pada tersangkut. Pasal 190a KUHD menekankan bahwa penerbit atau orang untuk tanggungan siapa diterbitkan cek diwajibkan supaya mengsahakan dana yang diperlukan pada saat dibayarkan ada pada si tersangkut, bahkan bilamana jika cek ditentukan dapat dibayarkan pada orang ketiga. Pasal 189KUHD “kalau pada saat diuangkan surat cek it tidak ada dana, maka surat cek itu dapat dikatakan surat cek kosong.” 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam cek
1. Dalam cek tidak berlaku tanggal efektif, sehingga pembayaran wajib dilakukan pada saat diunjukkan;

2. Apabila tempat pembayaran tidak ditulis dalam cek, maka nama tempat di samping nama bank pembayar dianggap sebagai tempat pembayaran (Pasal 179 KUHD);

3. Bila ada beberapa tempat yang ditulis, maka nama tempat yang ditulis terdahululah yang dianggap sebagai tempat pembayaran (Pasal 179 KUHD);

4. Jika petunjuk-petunjuk dalam butir 1, 2 dan 3 di atas tidak ada, maka pembayaran dianggap di kantor pusat bank pembayar (Pasal 179 KUHD);

5. Jika tempat dimana cek itu diterbitkan tidak tertulis, maka tempat yang tertulis di samping nama penerbit dianggap sebagai tempat diterbitkannya warkat cek (Pasal 179 KUHD);

6. Tiap-tiap cek harus ditarik di bank yang mengelola dana untuk keperluan penerbit atau giran (Pasal 180 KUHD);

7. Cek tidak boleh diaksep, karena berfungsi sebagai alat pembayaran tunai, sehingga apabila cek diaksep maka akseptasi tersebut dianggap tidak ada (Pasal 181 KUHD);

8. Cek dapat diterbitkan untuk keperluan penerbit sendiri.
Perbedaan Cek dan Bilyet Giro
Bilyet Giro Adalah surat perintah nasabah yang telah di standarisasi bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya. Dengan demikian pembayaran dana billet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindahkan melalui endosemen.
Kedudukan Bilyet Giro dengan cek hampir sama, hanya bedanya cek adalah alat pembayaran tunai sedangkan bilyet giro merupakan alat pembayaran yang bersifat giral, dengan cara memindah bukukan sejumlah dana dari si penerbit.
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Bilyet Giro adalah surat perintah pemindah bukuan dari nasabah suatu Bank kepada Bank yang bersangkutan,untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam bilyet giro, pada Bank yang sama atau Bank yang lain.
Bilyet Giro adalah surat berharga dimana orang yang diberi giro tersebut tidak bisa menguangkan giro itu di bank, tapi harus disetorkan terlebih dulu ke rekeningnya.
II. Wesel (Wissel, Bill of Exchange, Draft)
Definisi
Surat Wesel adalah bill of exchange yaitu surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada seseorang yang disebut namanya atau kepada orang yang ditunjuknya pada tanggal pembayaran. 
Pengertian wesel menurut H.M.N. Purwosutjito. Surat wesel adalah ”Syarat yang memuat kata ”wesel” di dalamnya, ditanggali dan di tandatangani di suatu tempat, dalam mana penerbitannya memberi perintah tidak bersyata kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar kepada orang yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu”.
Berdasarkan definisi diatas, maka personal yang terkait dengan wesel adalah :

1. Penerbit (trekker) : Orang yang membuat/menerbitkan/mengeluarkan surat wesel. Wesel diterbitkan oleh Kreditur (pihak yang berpiutang), Berbeda dengan Cek dan surat sanggup yang diterbitkan oleh debitur (pihak yang berhutang).
2. Tersangkut : Orang yang mendapat perintah dari penerbit untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar kepada penerima.
3. Akseptan : kedudukan tersangkut yang sudah mengakseptasi surat wesel (perbuatan ini dinamakan mengakseptasi, yaitu perbuatan tersangkut dengan cara menulis kata setuju (accepted) disebelah kiri atas surat wesel dan ditandatangani sebagai tanda bukti bahwa tersangkut (dalam hal ini telah berubah menjadi akseptan) sanggup membayar wesel tersebut pada saat hari bayar/jatuh tempo)

4. Penerima (nemer) : penerbit sendiri atau orang yang ditunjuk oleh penerbit untuk menerima sejumlah uang sebagaimana disebut dalam surat wesel pada hari bayar (jatuh tempo) 
5. Pemegang (houder) orang yang memperoleh surat wesel dari penerima atau pemegang lain.

6. Andosan : Kedudukan penerima atau pemegang yang menyeraahkan surat wesel kepada orang lain (sedangkan orang lain yang menerima penyerahan surat wesel disebut pemegang)

7. Pengganti/indorsee, yaitu orang yang menerima peralihan surat wesel dari pemegang sebelumnya.
 Pokok Pemikiran Penerbitan Wesel
Dalam dunia perdagangan/ perjanjian jual beli keperusahaan adakalanya disepakati pembayaran baru dapat dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu sejak diserahkan barang (penjual baru dapat menuntut harga barang pada tanggal jatuh tempo setelah barang diserahkan kepada pembeli). Agar tidak terlampau lama menunggu pembayaran jatuh tempo, maka penjual sering mengadakan kesepakatan dengan pembeli agar si penjual menerbitkan surat wesel (atas nama atau atas pengganti).

Akibat dari kesepakatan itu, penjual menerbitkan surat wesel (penerbit) dengan hari bayar/jatuh tempo (misalkan 3 bulan) setelah tanggal wesel. Sesudah wesel diakseptasi oleh tersangkut (pembeli)  maka wesel diserahkan kepada penjual.

Apabila penjual membutuhkan uang tunai sekarang (sedang wesel baru jatuh tempo 3 bulan lagi, maka penjual/penerbit dapat menjual kepada pihak lain dengan jalan endorsement (jika wesel diterbitkan atas pengganti) atau cessie (jika wesel diterbitkan atas nama). Setelah wesel dijual maka pembeli wesel (pengganti/indorsee) yang akan menuntut kepada tersangkut/akseptan (pembeli) atas sejumlah uang pada saat jatuh tempo.
Contoh I  (Penerima Wesel adalah Penerbit sendiri atau pengganti)
seorang pengusaha “A” mempunyai tagihan atau piutang kepada pengusaha “B” yang mana jatuh tempo piutang adalah 3 bulan. A dan B sepakat pembayaran akan dilakukan dengan cara menerbitkan wesel, Dimana A menerbitkan wesel atas pengganti (A disebut penerbit) kepada B tersangkut yang telah mengkaseptasi wesel tersebut (Akseptan) dengan perintah membayar sejumlah uang pada hari bayar (jatuh tempo) kepada”A” atau pengganti. A dapat mengalihkan wesel dengan cara menjual/mengalihkan wesel kepada “C” sebagai pengganti dengan cara endossmen. Pada saat jatuh tepo, maka C yang dapat menuntut penyerahan uang kepada “B”  
	Wesel

Jakarta, 1 Maret 2016
Pada tanggal 1 Juni 2016 harap saudara membayar wesel ini kepada saya atau pengganti……. atau Pengganti…….. Di Jakarta sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.00,- (dua juta rupiah)

Hormat Saya

Kepada Yth,

Sdr B

Di Jakarta

(……A………)


Contoh I  (Penerima Wesel adalah pihak yang ditujuk oleh Penerbit atau penggantinya)
seorang pengusaha “A” mempunyai tagihan atau piutang kepada pengusaha “B” yang mana jatuh tempo piutang adalah 3 bulan, disisi lain A mempunyai kewajiban pembayaran kepada C. Untuk itu A dan B sepakat pembayaran akan dilakukan dengan cara menerbitkan wesel, Dimana A menerbitkan wesel atas pengganti (A disebut penerbit) kepada B tersangkut yang telah mengkaseptasi wesel tersebut (Akseptan) dengan perintah membayar sejumlah uang pada hari bayar (jatuh tempo) kepada”C” sebagai pihak yang ditunjuk oleh A atau penggantinya untuk menerima pembayaran. 

Untuk mendapat pelunasan hutang terlebih dahulu maka C dapat mengalihkan wesel dengan cara menjual/mengalihkan wesel kepada pihak lain (misal D) sebagai pengganti dengan cara endossmen. Pada saat jatuh tepo, maka  “D” yang dapat menuntut penyerahan uang kepada “B”  
	Wesel

Jakarta, 1 Maret 2016

Pada tanggal 1 Juni 2016 harap saudara membayar wesel ini kepada “C” atau pengganti……. atau Pengganti…….. Di Jakarta sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.00,- (dua juta rupiah)

Hormat Saya

Kepada Yth,

Sdr B

Di Jakarta

(……A………)


Fungsi Wesel

Berdasarkan fungsinya, wesel dibedakan ke dalam: 
(i) wesel untuk keperluan kiriman uang (bank draft), 

(ii) wesel dagang atau wesel tagih (bill of exchange, merchants draft), yang lazim digunakan dalam transaksi trade finance. Wesel yang tergolong surat berharga dalam bab ini adalah wesel dagang atau lazim juga disebut wesel tagih. wesel tagih atau bill of exchange didefinisikan sebagai: Perintah tertulis tanpa syarat dari pihak yang satu kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang saat diminta atau pada waktu yang ditetapkan.
Dasar Hukum
1. Pasal 100 sampai dengan Pasal 173 KUHD;

2. Konvensi Genewa, 1930 dan 1931.

Syarat Formil Wesel
Di dalam KUH Dagang tidak ditemukan definisi wesel, tersirat dalam Pasal 100 KUH Dagang pada persyaratan formal wesel. Berdasarkan pasal 100 KUHD, persyaratan formil wesel adalah sebagai berikut :
1. Nama surat wesel yang dimuatkan di dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam  bahasa surat itu ditulisnya.  
Klausula ini disebut dengan istilah klausula wesel. Fungsi klausula ini adalah agar surat itu dapat dengan mudah dikenali sebagai surat wesel, untuk membedakan dengan surat berharga lainnya. Oleh karena itu, klausula itu harus ditulis dengan istilah dalam bahasa wesel itu diterbitkan. Kalau diterbitkan di Indonesia, dengan istilah wesel, di Belanda dengan istilah wissel, dan sebagainya.
2. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
Klausula ini merupakan klausula yang lazim dipakai dalam penerbitan surat berharga. Perintah pembayaran sejumlah uang tertentu haruslah tidak boleh digantungkan pada sarat tertentu yang menghalangi pemegang untukmendapatkan pembayaran. Ini berkaitan dengan surat wesel sebagai surat legitimasi artinya siapa yang menguasainya, ia berhak atas pembayaran.
3. Nama orang yang harus membayarnya (Tersangkut/Akseptan). 
Tersangkut dalam wesel dapat berupa orang atau bank. Namun pada umumnya berupa lembaga perbankan. Ini tidak terlepas dari perikatan dasar yang melatarbelakangi penerbitannya.
4. Penetapan hari bayar (vervaldaag).
5. Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan  Jika tempat tidak disebutkan secara khusus, maka tempat yang tertulis disamping nama tertarik dianggap sebagai tempat pembayaran.
6. Nama orang yang kepadanya atau kepada orang lain yang ditunjuk olehnya, pembayaran harus dilakukan.
Persyaratan  ini berkaitan dengan nama pemegang atau penggantinya yang berhak atas pembayaran. Adanya pengganti ini karena wesel yang bersangkutan telah dipindahtangankan pada orang lain dengan cara endosemen.
7. Tanggal dan tempat surat wesel ditariknya.
8. Tandatangan orang yang mengeluarkannya (penerbit). 
Apabila surat wesel tidak memuat salah satu dari syarat-syarat formal tersebut, surat itu tidak dapat diperlakukan sebagai surat wesel menurut undangundang, kecuali dalam hal-hal berikut ini:

· Surat wesel yang tidak menetapkan hari bayarnya, dianggap harus dibayar pada hari diperlihatkan (op zicht).

· Jika tidak ada penentapan khusus, maka tempat yang ditulis di samping nama tersangkut, dianggap sebagai tempat pembayaran dan tempat di mana tersangkut berdomisili.

· Surat wesel yang tidak menerangkan tempat diterbitkan, dianggap ditandatangani di tempat yang tertulis di samping nama penerbit.
Berdasarkan Pasal 110 KUHD dan dikaitkan dengan pengalihannya, wesel dapat dibagi menjadi, yaitu:

1. Wesel atas nama, yaitu wesel yang nama pemegangnya ditulis dalam wesel itu. Meskipun wesel ini atas nama, tetapi dapat diserahkan/dialihkan kepada orang lain dengan endosmen (Psl 110 ayat (1) KUHD).
2. Wesel kepada pengganti, wesel yang disamping nama pemegangnya ada tambahan klausul “atau pengganti…….”, pengalihannya dilakukan dengan endosement. (pasal 110 ayat (1)).
3. Wesel tidak kepada pengganti (wesel Rekta), wesel atas nama dengan tambahan klausula “tidak kepada pengganti”, dan pengalihannya harus melalui cessie (Pasal 110 ayat (2)). 
Bentuk-bentuk Surat Wesel Khusus
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ada lima macam bentuk surat wesel khusus yaitu :

1. Wesel Atas Pengganti Penerbit

Bentuk surat wesel atas pengganti penerbit (aan eigen order, to own order) dimungkinkan oleh Pasal 102 ayat 1 KUHD yang menyatakan bahwa penerbit dapat menerbitkan surat wesel yang berbunyi atas pengganti penerbit. Maksudnya penerbit menunjuk kepada dirinya sendiri sebagai pemegang pertama. Kekhususan bentuk surat wesel semacam ini ialah bahwa kedudukan penerbit sama dengan kedudukan pemegang pertama.

2. Wesel Atas Nama Penerbit Sendiri

Menurut ketentuan Pasal 102 ayat 2 KUHD surat wesel dapat diterbitkan atas penerbit sendiri. Maksudnya penerbit memerintahkan kepada dirinya sendiri untuk membayar, jadi penerbit menunjuk dirinya sendiri sebagai pihak tersangkut. Kekhususannya ialah kedudukan penerbit sama dengan dengan kedudukan tersangkut. Jika wesel ini diakseptasi, penerbitnya terikat baik sebagai penghutang regres maupun sebagai akseptan. Wesel dalam bentuk ini biasanya diterbitkan oleh kantor pusat, yang memerintahkan kantor cabangnya untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat wesel tersebut. Penerbitan surat wesel bentuk ini biasanya dilakukan dalam satu lingkungan perusahaan, misalnya dikalangan perbankan. Penerbit dan tersangkut berada dalam satu lingkungan perusahaan.

3. Wesel Untuk Perhitungan Orang Ketiga

Bentuk surat wesel ini dimungkinkan oleh Pasal 102 ayat 3 KUHD yang menyatakan bahwa surat wesel dapat diterbitkan untuk perhitungan orang ketiga (voor rekening van een derde, for account of a third party). Penerbitan surat wesel dalam bentuk ini bisa terjadi jika seorang pihak ketiga itu untuk tagihannya memungkinkan diterbitkan surat wesel, artinya ia mempunyai rekening yang cukup dananya. Karena alasan tertentu ia minta kepada pihak lain untuk menjadi penerbit surat wesel, atas perhitungan rekeningnya itu. Biasanya pihak yang diminta untuk menjadi penerbit itu adalah bank, dimana orang ketiga itu mempunyai rekening. Bank inilah yang bertindak sebagai penerbit surat wesel untuk perhitungan orang ketiga yang menyuruh terbitkan wesel atas perhitungan rekeningnya.

 4. Wesel Incasso (wesel untuk menagih)

Wesel Incasso (incasso wissel, collection draft) adalah bentuk surat wesel yang diterbitkan dengan tujuan untuk memberi kuasa kepda pemegang pertama menagih sejumlah uang, tidak untuk diperjualbelikan. Kedudukan penerbit adalah sebagai pemberi kuasa, sedangkan kedudukan pemegang pertama sebagai pemegang kuasa untuk menagih uang. Wesel incasso dimungkinkan oleh Pasal 102 a ayat 1 KUHD. Menurut ketentuan pasal ini, jika dalam surat wesel itu penerbit telah memuat kata-kata “harga untuk ditagih” atau “dalam pemberin kuasa” atau “untuk incasso” atau lain-lain kata yang berarti memberi perintah untuk menagih semata-mata, maka pemegang pertama bisa melakukan semua hak yang timbul dari surat wesel itu, tetapi ia tidak bisa mengendosemenkan kepada orang lain, melainkan dengan cara pemberian kuasa.

5. Wesel Berdomisili

Menurut ketentuan Pasal 100 KUHD surat wesel harus memuat nama tempat dimana tersangkut harus melakukan pembayaran. Umumnya pembayaran itu dilakukan di tempat kediaman tersangkut. Tetapi ketentuan ini tidak selalu demikian, bisa juga pembayaran dilakukan di tempat lain. Menurut ketentuan Pasal 103 KUHD ada surat wesel yang harus dibayar ditempat tinggal pihak ketiga, baik tempat tinggal tersangkut, maupun ditempat lain. Surat wesel ini disebut wesel berdomisili.

6. Wesel Aksep atau dikenal dengan nama Bank draft atau Bankers draft

Bank draft atau Bankers draft adalah surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari bank penerbit draft tersebut kepada pihak lainnya (tertarik) untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang tertentu atau orang yang ditunjuknya pada waktu yang telah ditentukan. Bank draft ini merupakan cek namun sumber dana pembayarannya adalah berasal dari rekening bank penerbit bukan dari rekening nasabah perorangan.

Lembaga Akseptasi dalam Wesel
Seorang Tersangkut yang terhadapnya diterbitkan suatu wesel tidaklah menyebabkan ia sekaligus menjadi penghutang yang dikuasai hokum wesel. Untuk menjadi seorang penghutang yang bertanggung jawab atas perikatan wesel, maka tersangkut harus terlebih dahulu melakukan akseptasi, yaitu suatu pernyataan bahwa tersangkut akan melaksanakan perintah membayar sebagaimana dalam wesel tersebut. 
Orang yang meminta akseptasibiasanya adalah seorang pemegang pertama atau pemegang berikutnya, akan tetapi dapat juga seorang penerbit yang menginginkan wesel itu diakseptir terlebih dahulu sebelum wesel itu diperdagangkan.

Dalam penerbitan wesel tersebut,  penerbit mempunyai kewajiban menjamin adanya akseptasi (pasal 180 ayat 1 KUHD). Akseptasi ini merupakan  persetujuan dari tersangkut untuk membayar wesel  pada hari bayar. Karena wesel merupakan alat bayar kredit, maka dalam pembayarannya masih digantungkan pada hari tertentu. Selama menunggu waktu untuk pembayaran tersebut, ada wesel yang mengharuskan untuk dimintakan akseptasi pada tersangkut.  Wesel  jenis  ini bernama Nazichtwissel.  Permintaan akseptasi tersebut bertujuan agar pada hari bayar  wesel yang bersangkutan mendapatkan kepastian pembayaran. 
Dalam hukum wesel,  kewajiban itu diatur dalam pasal 109b KUHD yang menyatakan : Penerbit, atau orang untuk perhitungan  siapa surat wesel diterbitkan, diwajibkan mengihtiarkan bahwa tertarik pada hari bayar mempunyai persediaan (founds) yang diperlukan untuk pembayaran, bahkan bilamana untuk surat wesel itu ditentukan dapat dibayar pada seorang ketiga, tetapi dengan pengertian bahwa penerbit sendiri dalam segala hal tetap bertanggungjawab secara pribadi kepada pemegang dan endosan-endosan yang mendahului.  
Perbedaan Cek dan Wesel 

Kedua macam surat berharga tersebut  memiliki persamaan dan perbedaan. Perbedaan yang utama adalah wesel merupakan alat bayar kredit, sementara cek merupakan alat bayar tunai. Karena keduanya memiliki sifat yang berbeda, maka berpengaruh pada proses pembayarannya.
Proses pembayaran cek lebih sederhana dan mudah jika dibandingkan dengan wesel. Ini mengingat sifat cek sebagai alat bayar tunai, sementara wesel alat bayar kredit. Faktor tersebut menjadi penyebab mengapa cek lebih disukai  oleh masyarakat sebagai alat bayar jika dibandingkan dengan wesel.
Penggunaan wesel dan cek sebagai alat bayar giral tidak terlepas dari perbuatan hukum yang yang dilakukan para pihak  dalam transaksi (kontrak). Perbuatan itu mengakibatkan kedua pihak yang terlibat diharuskan untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak yang dibuatnya.
Pihak pertama berkedudukan sebagai kreditur sedangkan pihak kedua berkedudukan sebagai debitur. Pihak kreditur berhak atas pembayaran, sementara debitur berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran. Dalam lapangan perikatan, kedua pihak tersebut dapat lahir karena hubungan hukum jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan sebagainya.
Perikatan yang melahirkan hubungan hukum tersebut dalam pelaksanaan pembayarannya tidak dilakukan dengan uang tunai, melainkan dengan menerbitkan wesel atau cek. Jadi dalam jual beli  misalnya, pembeli membayar kepada penjual dengan menerbitkan cek. Cek tersebut berfungsi sebagai alat pembayaran.
Sebagai alat pembayaran baik wesel maupun cek yang diterbitkan tersebut dapat dipindahtangankan oleh pemegang kepada pemegang lainnya dengan mudah. Meskipun telah dipindahtangankan kepada pemegang lain,  pemegang yang terakhir dapat  menguangkan cek yang dimilikinya, tanpa terikat langsung dengan penerbit cek. Pada sisi lain bank sebagai tertarik wajib membayarnya.
Jadi jelas bahwa dalam penerbitan wesel maupun cek tidak terlepas dari adanya perjanjian yang dilakukan antara pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak itu adalah:
1. Penerbit(trekker) yakni orang yang menerbitkan wesel atau cek.
2. Tersangkut (betrokenne) yakni pihak yang diharuskan untuk membayar dalam penerbitan wesel atau cek.
3. Pemegang  (holder) adalah orang yang berhak atas pembayaran wesel maupun cek.
Jika dibandingkan dengan wesel, maka persyaratan cek lebih sedikit. Ada dua persyaratan yang berbeda dengan wesel yakni pertama di dalam cek tidak ada tanggal pembayaran,  karena tanggal pembayaran cek adalah pada saat ditunjukkan pada bank. Ini sebagai konsekuensi sifat cek sebagai alat bayar tunai. Perbedaan yang kedua di dalam cek  tidak menyebutkan nama pemegang, karena wesel diterbitkan  dengan klausula atas pengganti (aan order), sedangkan cek pada umumnya diterbitkan dengan klausula atas tunjuk (aan toonder). Kedua klausula tersebut berakibat pada cara permeindatanganan  surat berharga yang bersangkutan  Jika wesel yang berklausula atas pengganti (aan order ),  cara perpindahannya dengan endosemen yang diikuti dengan penyerahan nyata wesel tersebut, sementara cek yang berklausula atas tunjuk (aan toonder)  cara perpemindahtangannya dengan  penyerahan nyata ( dari tangan ke tangan). Endosemen harus ditulis dibalik wesel yang bersangkutan, kemudian ditandatangani oleh pemegang (endosan). 
Menurut A. Oemar Wongsodiwirjo,  wesel prinsip pemindahtanganannya dengan cara endosemen, yang diikuti dengan penyerahan nyata wesel tersebut, sementara cek  aan toonder pemindahtanganannya  dengan penyerahan nyata ( dari tangan ke tangan), sedangkan cek aan order prinsip pemindahtangannya dengan endosemen yang diikuti dengan penyerahan nyata cek tersebut. (A. Oemar Wongsodiwirjo, 1998 : 173)
Kelebihan Cek dibanding wesel 
beberapa faktor yang menyebabkan mengapa cek lebih disukai oleh masyarakat, yakni :
1. Cek merupakan alat bayar tunai, sehingga pembayarannya lebih praktis dan cepat. Sementara wesel merupakan alat bayar kredit, yang pembayarannya masih digantungkan pada waktu tertentu. Sifat ini dapat dilihat dari persyaratan formil diantara keduanya, dimana dalam wesel ditentukan adanya tanggal pembayaran (vervaldaag), sedangkan dalam cek tidak ada.
Konsekuensi dari persyaratan itu adalah dalam wesel dikenal adanya akseptasi, sedangkan dalam cek tidak. Akseptasi dalam wesel bertujuan untuk memastikan pembayaran wesel pada hari bayar. 
Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak, sebagai konsekuensi perbedaan di atas, maka cek harus dapat diuangkan  segera setelah cek diterbitkan. Hari gugur (bayar) cek  tidak boleh dipastikan atau ditetapkan  pada satu hari tertentu di atas cek, karena pembayaran dari cek selalu dapat diminta pada waktu diperlihatkan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 205 ayat 1 KUHD. (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1982 : 144).
2. Masa peredaran wesel lebih lama dari pada cek. 
Wesel memiliki masa peredaran selama satu tahun sejak tanggal penerbitannya, sementara cek hanya 70 hari terhitung  sejak tanggal penerbitannya.  Perbedaan waktu peredaran yang sangat lama tersebut berimplikasi pada penggunaannya. Ini sesuai dengan  prinsip bisnis yang  menghendaki adanya transaksi pembayaran yang cepat dan efisien. Semakin lama   peredaranya, semakin lama pula proses pembayarannya. Hal ini ditambah resiko   kehilangan atau pencurian dalam tenggang waktu peredaran.
3. Penerbitan cek lebih fleksible, dan dapat disesuaikan dengan situasi keuangan       penerbit.
Ini bisa dilihat dari bentuk-bentuk cek khusus seperti cek bertanggal mundur       (post dated cheque), cek untuk perhitungan,  cek bersilang (crossed cheque) serta cek perjalanan dan sebagainya.
Cek khusus yang pertama adalah cek bertanggal mundur merupakan cara yang bisa ditempuh oleh penerbit, jika pada saat menerbitkan cek dia belum mempunyai dana yang cukup, sehingga tanggal penerbitannya dibuat mundur. Cek ini secara langsung memiliki masa peredaran yang lebih lama dari cek biasa.
4. Cek pemindahtangannya lebih mudah. Menurut A. Oemar Wongsodiwirjo, salah satu  sifat utama surat berharga  adalah sebagai alat bayar. Oleh karena itu harus mudah untuk dipindahtangankan. Sifat yang demikian itu ada pada cek yang bersifat aan toonder, karena didalam cek itu tidak ada klausulanya, sehingga cek tersebut bisa dibayarkan pada siapa saja, dan  seorang yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya. Ia dapat pula mengalihkannnya pada  orang lain  hanya dengan menyerahkan secara nyata cek tersebut. Untuk wesel, pada prinsipnya tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain hanya dengan penyerahan nyata, karena wesel bersifat order (order papier), (A. Oemar Wongsodiwirjo, 1998 : 178). 
III. Promes (Promissory Notes)
Definisi
Dalam undang-udang tidak terdapat definisi promes, namun dari sifatnya, promes dapat digolongkan ke dalam surat tagihan utang.
Surat Sanggup/promesse mempunyai sifat yang sama dengan Surat Wesel ditinjau dari sudut isi perikatannya yang merupakan surat tagihan hutang. Akan tetapi dari sisi perbedaannya maka Surat sanggup merupakan Janji untuk membayar, sedang wesel merupakan perintah untuk membayar
Berdasarkan Blacks Law Dictionary, promes didefinisikan sebagai: Janji atau komitmen tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat yang dtetapkan, atau saat diminta, atau saat diunjukkan, kepada pihak yang tercantum namanya, atau kepada penggantinya, atau siapapun pembawa promes. Promes akan menjadi negotiable apabila diterbitkan dengan kondisi payable to order or bearer.

Dasar Hukum : Pasal 174 sampai dengan Pasal 177 KUHD. 

Syarat Formal
1. Memuat kata “Surat sanggup” atau “Promes Atas (Kepada) Pengganti;

2. Kesanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;

3. Penunjukan hari bayarnya;

4. Penetapan tempat dimana pembayaran harus terjadi;

5. Nama orang yang kepadanya atau kepada orang lain yang ditunjuk olehnya, pembayaraan harus dilakukan;

6. Tanggal dan tempat surat sanggup ditandatangani;

7. Tanda tangan orang yang mengeluarkan surat sanggup (penandatangan).

 Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang menggunakan promes adalah:

1. Penerbit (issuer, penandatangan, debtor) adalah debitur;

2. Pemegang (kreditur, holder, investor) adalah kreditur;

3. Endosant (indorser) adalah Pemegang yang mengalihkan hak tagihnya kepada Pemegang lainnya dengan cara endosemen; dan

4. Avalist adalah penjamin dari Penerbit.
	Surat Promes

Promissory Note

Jumlah :_________                                                             Jakarta,_________

Yang bertanda tangan di bawah ini menjanjikan pembayaran kepada_____________________atau pengganti_________________________

Pada Tanggal___________

Sejumlah Uang sebesar_____________

Melalui____________________

Dengan bunga atas jumlah tersebut sebesar___________________/tahun

                                                                         PT. ABC

                                                                       (______________)


Perbedaan Surat Sanggup dengan Wesel
Surat sanggup diterbitkan oleh Debitur berupa janji debitur (penerbit) untuk membayar kepada Kreditur atau pemegang, sedangkan wesel diterbitkan oleh kreditur (penerbit) yang ditujukan dan diaksep oleh debitur (terangkut/akseptan) berupa perintah membayar Tersangkut/Akseptan kepada Penerbit atau pemegang.
Wesel adalah surat perintah membayar, sedangkan surat sanggup adalah surat kesanggupan untuk membayar. Karena wesel merupakan surat perintah untuk membayar maka dalam wesel ada pihak yang diperintah untuk membayar yang disebut tersangkut, sedangkan dalam surat sanggup tidak ada. Surat Sanggup dapat diterbitkan oleh subyek hukum, baik perorangan ataupun badan hukum .
______________________________

Dirangkum dari berbagai sumber dan disusun oleh Ade Hari Siswanto, SH., MH., Khusus sebagai modul kuliah Hukum Surat Berharga Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

